BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR '7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGCGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menimbang

A.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! JEPARA,

babhwa dengan memperhatikan kondisi perckonomian
nasional yang berimplikani pada perekonomian daerah,
khususnya di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan biaya
scewa rumah begi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Jepara, maka perlu adanya penyesuaian pembiayaan dan
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 54
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Persturan Bupati
Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah
Kabupaten Jepara;

bahwa berdasarkan surat Lurah Panggang tanggal 31 Mei
2012 nomor 012/38, Lurah Potroyudan tanggal 31 Mei 2012
nomor 012 / 78, Lurah Saripan tanggal 31 Mei 2012 nomor
012/95, Luah Pengkol tanggal 31 Mei 2012 nomor 012/78,
Lurah Kauman tanggal 31 Mei 2012 nomor 012 f 76, Lurah
Ujungbatu tanggal 3! Mei 2012 Nomor 012 / 45, Lurah
Jobokuto tanggal 31 Mei 2012 nomor 012 / 182, Lurah Bulu
tanggal 31 Mei 2012 nomor 012 / 57, Lurah Karangkebagusan
tanggal 3! Mei 2012 Nomor 012 / 28, Lurah Demaan tanggal
31 Mei 2012 Nomor 012 / 255 dan Lurah Bapangan tanggal
31 Mei 2012 pomor 012 / 162 perihal Tarip Sewa Rumah dan
Tanah di Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan
baya Telepon, Listrik, Air bersih, Ruang AC dan Garasi Mobil,
dinyatakan bahwa harga sews rumah diluar pajak terendah
schesar Rp 4.000.000,00 dan tertinggi Rp 6.500.000,00 per

bulan:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati .Jepara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 wentang Tunjangan
Perumahan bagn Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Deerah Kabupaten Jepara;



10.

‘#ng Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinai Jawa

wUndang Noemor 7 Tahun 1983 \(entang Pajek

ghasilan {Lembaran Ncgara Rcepublik Indonesia Tabun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263), scbagaimana telah beberapa kak
diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajek Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48923);

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keyuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembarsan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1[04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia
Nomor 4437) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kecdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintehan Daerah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (entang Majchs
Permusyawaratan Rakysat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Normor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tenlang Peraturin
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098) schagaimana tclah beberapa
kah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2011 rentang Perubahan Ketigabelas alas Peraturan



Menetapkan

il

12.

Pcmcﬁ:]uh Nomeor 7 Tahun 1977 tentang Pcraturan Gajp
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara, Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 24}

Peraluran Pemenniah  Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewnn Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesi.a Tabhun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), scbagaimana telah beberapa
kal diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 temtang Perubahan Kctiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomer 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ‘tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahupn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republ'k Indonesia Nomer 4578),

13. Peraturan Dacrah Kabupawen Jepara Nomor 8 Tahun 2004

i4.

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Jepara (Lembaran
Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25},
sebegaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan
Peraturan Decrah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007
tentung Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daergh
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jeparn Nomor 2);

Peraturan Dupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rukyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah
Kabupalen JJepara Tahun 2005 Nomor 13), scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara
Nomor 54 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupat: Jepara Nomor 14 tahun 2005 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Jepara (Berita Dacrah
Kabupaten Jepara Tahun 201 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN .JEPARA.



Pasal [

deseniuan Pesal 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tioyangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Decrah Kabupaten Jepara (Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor
13, scbagaimana tclah beberupa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupats
Jepara Nomor 54 tahun 2011 tentung Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 14 wahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Jepara (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 201! Nomor 416, diubah schingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi scbagai berikut :

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setap bulan dengan besaran scbagai berikut:

a. Retua DPRD scbesar Rp 7.060.000,- (Tujuh juta enam puluh ribuw rupiah).

b. Wakil Ketua DPRD scbesar Rp 6.475.000,- (Enam juta empat rahus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

c. Anggota DPRD scbesar Rp 5.885.000,- (Lima juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).

{2 Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} untuk Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD yang baru atau pengganii antar wakty dibayarkan
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /f janii

(3 Tunjangan perumahan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan
apabila Pemerintah Dacrah sudah menyediakan rumah jabatan bagi
Pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi anggota DPRD.

Pasal
Peraluran ini mulai berlaku pauda tanggal 1 Juli 2012,

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memenntahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jcpara
pada tanggal 21 Juni 2012

AHMAD MARZUKI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2| Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,

)LIH
BERITA DAERAH K ATEN .JEPARA TAHUN 2012 NOMOR L%



